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1. 	 Menurut hukum perdata bahwa kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak 
merupakan suatu tanggung jawab ayah dan ibu pada pribadi anak dan hartanya 
selama keduanya tidak dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan itu. Hal ini 
menunjukkan bahwa orang tua hams mewakili anak dalam segala tindakan 
perdata sedangkan dalam perwalian yang bertanggungjawab mengurus pribadi 
anak dan hartanya adalah walinya. 
2. 	 Menurut hukum Islam bahwa kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak 
merupakan suatu tanggung jawab yang hams dilakukan kedua orang tua pada 
pemeliharaan anak (hadhanah), meliputi jasmani dan rohaninya sampai ia 
menjadi dewasa. Kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak tetap ada, 
walaupun keduanya telah bercerai. Disamping hams memelihara anak, orang tua 
juga harns men gurus harta kekayaan anak sampai ia dewasa. 
3. 	 Persamaan kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak menurut hukum 
perdata dan hukum Islam mengakui bahwa kekuasaan dan perwalian itu hilang 
ketika anak itu sudah dewasa. 
4. 	 Perbedaannya kalau menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak 
sebelum dewasa itu ditentukan oleh ayah, ibu akan melaksanakan jika ayah 
41 
o"'~. uullla maka dengan sendirinya menjadi 
wah anak tersebut, sedangkan menurut hukum Islam kekuasaan orang tua dan 
perwalian terhadap anak yang belum dewasa (mumayyi::) diserahkan sepenuhnya 
kepada ibu apabila teljadi perceraian. 
5. 	 Relevansi yang yang terjadi antara kekuasaan orang tua dan perwalian sangat erat, 
baik kekuasaan orang tua maupun perwalian merupakan lembaga perlindungan 
kepentingan anak yang dilegitimasi oleh hukum. 
Saran 
Dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 107 ayat (4) disebutkan bahwa 
wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah 
dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. 
Kompilasi hukum Islam tidak menyebutkan syarat "beragama Islam" bagi seorang 
wali, padahal syarat tersebut seharusnya dicantumkan dalam kompilasi hukum Islam 
karen a syarat ini penting demi kemaslahatan anak yang berada dibawah perwalian 
tersebut. Apabila seorang wali beragama selain Islam maka wali tersebut seharusnya 
tidak boleh menjadi wah kecuali muslim juga, kalau anak ditetapkan berada ditangan 
wa1i yang tidak seagama dengan anak, maka dikhawatirkan akan terpengaruh dengan 
agama wa1inya sehingga tujuan perwalian yang ditekankan demi kemaslahatan anak 
tidak tercapai. 
